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Lolak, 15 Oktober 2024 
Nomor : 229/PM.00.02/K.SA-02/10/2024 
Sifat  : Biasa 
Lampiran : - 

Perihal : Imbauan 
 
Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Bolaang Mongondow 

Di -  
 Tempat 
 
A. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; 

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan  Umum Nomor 2 Tahun 2020 

tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; 

3. Peraturan Badan Pengawas  Pemilihan Umum  Nomor 9 Tahun 2020 
tentang Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur, dan 

Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali 
Kota; 

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 
Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, dan Wakil 

Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;  
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang 

Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur , Bupati 
dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang 
Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 
Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota 

 
B. ISI 

  Dengan mewujudkan pemilihan yang bermartabat dan berkualitas 
serta menjalankan tugas pencegahan pelanggaran pemilihan, sehingga 
terlaksananya pemilihan yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, 
bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 
Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi 
Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, maka dengan ini Bawaslu 

Kabupaten Bolaang Mongondow menyampaikan beberapa hal sebagai berikut: 
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  Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 13 Tahun 2024 tentang 
Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 
Serta Walikota dan Wakil Walikota: 

Pasal 18 huruf e 
Bahwa kampanye dapat dilaksankan melaui metode pemasangan alat peraga 
kampanye 

 

Pasal 27 
(1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode 

pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
18 ayat (1) huruf e. 

(2)  Alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. reklame;  
b. spanduk; dan/atau  
c. umbul-umbul.  

(3) Desain pada alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
paling sedikit memuat materi Kampanye dan program Pasangan Calon 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2). 

(4) Desain pada alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai 

Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye kepada 
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melalui petugas penghubung 
Pasangan Calon. 

(5) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda terima 

penyampaian desain pada alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VII 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini. 

(6) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian desain pada alat peraga Kampanye 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, KPU Provinsi dan KPU 
Kabupaten/Kota menyampaikan pengembalian desain pada alat peraga 
Kampanye kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai 
Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui 

petugas penghubung Pasangan Calon. 
(7) Formulir tanda terima dan tanda pengembalian sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5) dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran VII yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini  

 

Pasal 28  
(1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah 

daerah, untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga Kampanye. 
(2) Pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan:  
a. Keputusan KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; 

dan 
b. Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati 

serta walikota dan wakil walikota.  
(3) Pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan 
keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(4) Pemasangan alat peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik 
perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik 
tempat tersebut.  
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(5) Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) 
Hari sebelum Hari pemungutan suara. 

(6) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pembersihan alat 

peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkoordinasi 
dengan: 
a. Pasangan Calon; 
b. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta 

Pemilu;  
c. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan  d. pemerintah 

daerah.  
 

Pasal 29 
(1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode 

iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f.  

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk penayangan 
iklan Kampanye. 

(3) Iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: 
a. tulisan; 

b. suara; 
c. gambar; 
d. dan/atau gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar. 

(4) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menentukan dan menetapkan 

jumlah penayangan, ukuran, dan/atau durasi iklan media massa cetak 
dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

 
Pasal 30 

(1) Materi iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik 
Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan 
Calon, dan/atau tim Kampanye sesuai dengan ukuran atau durasi yang 

telah ditentukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.  
(2) Materi iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat memuat informasi mengenai: 
a. nama Pasangan Calon;  
b. nomor urut; visi, misi, dan program; 

c. foto Pasangan Calon; dan 
d. tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai 

Politik Peserta Pemilu dan/atau foto pengurus Partai Politik Peserta 
Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu. 

(3) Materi iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan 
dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan etika periklanan. 

(4) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, 
Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye menyampaikan materi iklan 

media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling 
lambat 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa penayangan iklan 
Kampanye di media massa. 

(5) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda terima 

penyampaian materi iklan media massa cetak dan media massa 
elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan formulir 
yang tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Komisi ini. 
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(6) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menayangkan iklan Kampanye 
sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu 
atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau 

tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4). 
(7) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada desain materi Iklan Kampanye 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, KPU Provinsi dan KPU 
Kabupaten/Kota menyampaikan pengembalian desain pada iklan 

Kampanye kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai 
Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui 
petugas penghubung Pasangan Calon. 

(8) Formulir tanda terima dan tanda pengembalian sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5) dan ayat (7) tercantum dalam Lampiran VIII yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini. 

 

Pasal 31 
(1) Penayangan iklan media massa cetak dan media massa elektronik 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) dilaksanakan selama 14 
(empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang. 

(2) Jumlah penayangan iklan di media massa cetak dan media massa 

elektronik untuk Pasangan Calon setiap Hari secara kumulatif paling 
banyak:  
a. 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak;  
b. 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk 

setiap stasiun televisi; dan 
c. 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk 

setiap stasiun radio.  
 

Pasal 32  
(1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan jadwal penayangan 

iklan media massa cetak dan media massa elektronik untuk Pasangan 
Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) setelah 

berkoordinasi dengan pihak media massa cetak dan media massa 
elektronik.  

(2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota harus memberikan kesempatan 
dan alokasi waktu yang sama dan berimbang kepada Pasangan Calon 
dalam menetapkan jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

 

C. Imbauan  

 Sehubungan dengan pelaksanaan Tahapan Kampanye Pertemuan 

terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka 

antar Pasangan Calon, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, 

pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar 

larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan  

sebagaimana telah di atur dalam Peraturan KPU nomor 13 tahun 2024 tentang 

kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali 

Kota dan Wakil Wali Kota di laksanakan pada hari rabu 25 september 2024, 

sampai dengan sabtu 23 november 2024 Bawaslu Kabupaten Bolaang 

Mongondow mengimbau kepada KPU Kabupaten Bolaang Mongondow untuk: 

http://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow



1. Memastikan pemasangan alat peraga kampanye (APK) sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

2. Menyampaikan titik kordinat pemasangan alat peraga (APK) kampanye 

kepada Bawaslu dan jajaranya, serta kepada LO dan/atau Tim Kampanye 

pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tembusan :  

- Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara 

- Arsip 

KETUA 

 

 

 

 

RADIKAL MOKODOMPIT, SE 

http://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow


